Nomor SOP-AP 37 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
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Dasar Hukum

UJI KONSEKUENSHREGRMASI PUBLIK
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor - 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraluran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi Ksmenterian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Feraturan Daerah Provins| Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Fubiik Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 lentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik DI Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Feraturan Gubernur Musa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022

10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomar 81/KEPIHK/2019 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

9.

1. Pendidikan minimal S1
2
2

Memahami peraturan Perundang-undangan
Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

|2._Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah

Formulir isian ; Kompuler ; Jaringan Internel, Pesawat Telepon; ATK

Peringatan

L’encatalan dan pend i

1. Bila Prosedur ini ada yang teriewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik

2. Bila Prosedur ini lidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi
Negatif

Dicatal pada buku rekap informast, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

SOP Uji Konzekuens!




tidak termasuk dalam Daftar Informas| Publik

1dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi

dokumen dan pemohon
informasi

yang telah diisi lengkap dan
dilampin fotacopy { scan identitas
dirl (NI}

Pelaksana Pendukung
No T Kegiatan PPII:l}hn Tim MTponen ) Keter
P Utama Per a F g Pemol B Kkiu Output
PPID Peliyanai Daorah i g
Pembantu Iny i
2 3 4 5 ] T 8 ] 1
Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang |Berkas permohonan infarmasi | | Setiap saat Berkas permaohonan informasi

ikan gan stas i ! dokumen
yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan
UL, kepatutan dan kepentingan umum

Dasar hukum : UL No. 14 Tahun
2008 dan PERKI 1
Tahun 2010

Pada hari dan jam kerja

Surat keputusan Tim
Pertimbangan Pelayanan
Informasi

Menyampaikan kepada PPID atas status

{informasifdokumen yang diminta pemohon informasi,
|apakah termasuk rahasia atau

Jika infor
adalah terbuka, maka PPID memenniahkan kepada
komponent Perangkat Daerah untuk menyerahkan

idokumen yang o

idol yang dimaksud Jika status
inf i dokumen aleh Tim Pertimbangan
Felay 1 Informasi dinyatakan rahasia, maka PRID

membuat surat penolakan kepada pemohon

{informasi

gl |

Informasi | dokumen yang telah
dinyatakan terbuka untuk puilik

Pada hari dan jam kerja,
maksimal 10 (sepuluh) han
kerja, sejak permohonan
infermasi ditenma oleh
Peranghkat Daerah

Informasi / dokumen dari
Perangkat Daerah

Menandatangani tanda bukti penermaan atau

surat penolakan fepada pemohon jika
stalus informasi / dokumen dinyatakan rahasia

~linformasi atau Dokumen yang

diminia oleh pemohon informasi
alau surat penolakan jika
informasi | dokurmnen tersebut
dikatgorikan rahasia

Maksimal diberikan
perpanjangan pemenuhan
permohonan informast

|=elama 7 (tujuh) hari sajak

pemberitahuan teriuhs

1 dan tidak dapat
diperpanjang lag:

Informasi publik yang diminta
aleh pemahon informas: atau
surat penciakan

S0P Ui Konsekuens!



